
GUBEHNUH ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPURG
 
NOMOR: G/lll/B.02/HK/2017
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TABUK 2011
 
TENTANG RETRiBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah dievaluasi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nornor : 974j506jKEUDA Tanggal 08 
Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEBATAN. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nemer 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
sebagaimana tercanturn pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

~ KEDUA	 Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Selatan segera rnelakukan penyempumaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan 
apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan 
hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELlMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagairnana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/111/B.02/HKl2017 
TANGGAL : 9 MARET 2017 

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

2 3 4 5 

Judul KOP 

LAMBANG GARUDA 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN 

NOMOR TAHUN ao4i 

TENTANG PERUBAHAN PiA.:rAM.\ ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

KOP 

LAMBANG GARUDA 

BUPAn LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 15TAHUN 2011 TEN TANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

- Kop Raperda setelah frase "Bupati 
Lampung 8elatan" tambahkan 
frase 'Provinsi Lampung" sesuai 
ketentuan Permendagri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Oaerah. 

• Judul kata "Pertama" dihilangkan 
sesuai dengan ketentuan Undang
Undang Nemer 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

2 Diktum Menimbang a. 

b. 

8a~"a ~elam FaRgka meRiR~a1(leAjwti Kst9RtwaR Pasal 185 Ayat 
(1).~aR ayat (~) YAsaR!) YR8aR~ ~18m9F 29 l"alnlA 2QOQ t9RtaA!) 
Pajak ~aeraR saA RetR8wsi QaeFaR, make peRw AleRiAjaw 
keAl~ah PeFatWFaR Qaeral:l Kiil8wpat9A bamfjwAi SeliiltaA ~JemQr 

18 Ta~wR 2011 t9AtaA6 RetR811si PelayaRaA Kese~stsA' 

~shVJa 8emassr.i(aA fJertim8SASSR 8s8agiilimaAs Slmak8w€l 
dal8m RWM a, perlll mertetsfilkaA PeF\lOeAeR Pe_ma Alas 
PeratllraR Qeerah KS8WfilatR baAifilYR6 .slateR ~18mer 18 Ta~wR 

2011 !eAteAS RetR8wsi PelaYiilA8A l(e&e~atsR; 

a. 

b. 

c. 

bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di 
Rumah Sakit dan Puskesmas telah ditetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan di 
Kabupaten Lampung Selatan telah menambah alat-alat 
kesehatan/jenis pelayanan pada Rumah Sakit dan Puskesmas yang 
belum terakomodir dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dlatas, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomer 15 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan per1u diubah/ditinjau kembali; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b diatas, per1u menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomer 15 Tahun 2011 tentang Retr1busi Pelayanan Kesehatan; 

Diktum Menimbang diubah. 
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3 Diktum Mengingat: 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan I 6. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganDiktum Mengingat 

- Angka 6, 13 dan angka 15 
disempumakan. 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor ~, 

• Angka 12dan angka 16dihilangkan.Republik Indonesia Nomor 4438);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843); 
- Tambahkan Permendagri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah. 

•	 Urutan pengetikan sesuaikan cJengan 
hirar1<i perundang-undangan. 

12.	 P9~FaR PeA=l8FiRta~ ~jeA=lar iQ Ta~YR 1QQ1 teRteRg PeA=l8li~araaR
 

Ke6s~ataR Paga\'tai ~lsgeFi 8ipil, PSRSRA=la PSRsiYR, VetaraR eaR
 
PeRAtis I<:SA=lSreekaaR isseFla KslyaFgaRya (bsA=IIlaraR ~gara
 

RepYBlik IRe8Rssia Ta~YR 1gg1 ~laA=l8r Q9, TRBa~aR beA=lBaraR
 
Nsgara RSPl:l91ik IRe9Rseia ~jeA=lar 34lii);
 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan I 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara republik Indonseia Nomor Nomor MQ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 
4i06); 4578); 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang I 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 (Barita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): 
1i.	 Pe~raR Qasra~ KaSl:lpateR b

teAteRg PeA=lBeRQlkaR, OrgaRis:e7::: SeiateR ~laA=ler i Tatll:IR 2998
 
Ka9ypateR baA=lpl:IRg SelataR (beA=lIr T:a Ke~a PeraRgkat Qaerah
 
SeiataR Tahl:lR 2998 ~leA=ler 98 ar~ aerah Ka9ypateR baA=lpl:IRg
 
Ke91:1pateR baA=lpYRg SalateR ,RBaheR beA=l9araR Qaerah
 
beesr8f3a kali terak~ir ~eRgaR :~~:r 8)QSSBagaiA=laRa talah eiYBah
 
(b9~BaraR QaeraA I<:sSypat6R b raR aerah NeA=ler1 Ta~YR 2Q1li


g
291li, Tam9ahaR be~aBaraR ga:::I:I: BSeiER ~leA=ler 1 TaAYR
~leAler 1);	 a a I:IpateR b8AlpYRlJ 8elataR 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

4 MEMUTUSKAN iDiktum memutuskan MEMUTUSKANi IDiktum rnemutuskan 
dan Menetapkan. Menetapakan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Menetapakan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS tanda baca titk dua (:) diketik tanpa 

PiR+JtJAP. ATAS PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 spasi. 
~&"P.u:iN IJ.MPUNQ &i1J.;~N NOMOR 15 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Judul kata ·Pertama" dihilangkan
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN sesuai dengan ketentuan Undang·
KESEHATAN. Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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1 I 2 3 4 

5 ISatang Tubuh Ketentuan Pasal 9 eyat (~) €lihipW., sehingga PaGel Qberbun
sebagai berikut : 

Pasaf9 
~ Struktur besarnya tartf dlgelengkal1l 

pelayanan kesehatanyang diberikan. 
(2) QiRa~ws, 

berdasarkan jen is 

~. 

2. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 

6 J Nemer Register NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 
LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG :........ 

7 I Penjelasan 

8 I Lampiran II IV, QAHAR 1=ARIr; iIA¥A Pi!~!¥i!bl!~JGc.otl~Aa4;~1 

" QA~J Pi!bAJI~A~l (QIKbAT)~)IQIKx~J H r. baji8RgilR 
4.1 liiliaya PFaI(~~ K~t~ e~bileR Qat8.
4.:;l, iliayaP9R9htlaR,P8RS 

3 iii'Hi GiOWFlS· EfRQ4.il~ flieR K9Rwi'lllw€lv ieR I:4.4.-KWFlIw ~ . 

(
 

KABUPATEN IPada pajak kiri bawah penetapan dan 
pengundangan tambahkan frase Nemor 
register. 

Perda wajib diberikan penjeJasan sesuai 
ketentuan angka 174 Il.ampiran II 
Undang-Umdang Nemor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
PerundangrLJndangan. 

Lampiran II angka 1\1' dihapus, 
dikarenakan Biaya Praktek Ke~a 

Lapangan, Biaya Penelitian/Pengambilan 
Data, Sewa Gedung, Kunjungan 
Kerja/Study Banding bukan merupakan 
ebjek retrtbu;si pelayanan kesenatan, 

GUBElUlUR LAMPUNG, 

(
 

M. 


